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ABSTRAK

Pasar merupakan suatu kawasan dimana masyarakat dapat melakukan transaksi
ekonomi. Di Pasar Raya Kota Padang yang dikelola langsung oleh pemerintah dalam
hal ini berada dibawah wewenang Dinas Perdagangan Kota Padang. Pengelolaan
tersebut harus dengan tujuan utama demi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan
Pasar Pusat Kota Padang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun
2016 tentang Tentang Tata Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional
Kota Padang. Terdapat klausal-klausal yang harus ditaati oleh kedua pihak tanpa ada
yang merasa diberatkan. Penulis dalam melakukan penelitian merumuskan masalah
yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan prinsip keseimbangan dalam perjanjian sewa
kios di Pasar Raya Padang 2) Kendala Kendala apa saja yang ditemui dalam
pelaksanaan perjanjian sewa kios di Pasar Raya Padang 3) Upaya apa yang dilakukan
dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa
kios di Pasar Raya Padang. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Asas
keseimbangan dalam suatu perjanjian tidak mutlak ditentukan oleh kedudukan para
pihak, tetapi juga terdapat aspek lain untuk dapat mengetahui apakah suatu perjanjian
dapat dikatakan seimbang yaitu dengan tidak adanya pihak yang mendominasi pihak
lain dan adanya harmonisasi isi perjanjian serta dilihat apakah ada keadilan bagi para
pihak 2) Terdapat penyelesaian dalam kendala kendala yang ditemui di Pasar Raya
Kota Padang 3) Pedagang bertanggung jawab terhadap kios yang ditempatinya yang
salah satunya seperti tidak menelantarkan/mengulang-sewakan kios pada pihak ketiga
kecuali dengan sepengetahuan pihak pertama. Kendala yang dihadapi oleh Dinas
Perdagangan yaitu kurangnya pemahaman mengenai hak sewa oleh pedagang
sehingga menimbulkan permasalahan seperti perubahan fisik pada bentuk kios dan
keterlambatan membayar uang sewa.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Perjanjian, Sewa Menyewa
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata Perjanjian secara umum dapat diartikan

sebagai kesepakatan. Setiap pihak yang melakukannya diikat oleh klausul

dalam perjanjian tersebut. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak serta

tanggung jawabnya dijelaskan dalam klausul perjanjian. Selama perjanjian

memenuhi syarat-syarat sah, yaitu

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

3. Adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp).

4. Adanya kausa hukum yang halal.1

Perjanjian juga harus sesuai dengan aturan umum. Suatu perjanjian

sewa yang dibuat oleh pedagang dengan dinas pasar mengikat kedua belah

pihak. Dinas pasar memberikan hak sewa kepada pedagang dalam perjanjian

sewa tersebut. Menurut klausul perjanjian, pihak kedua atau pedagang dilarang

menyewakan atau mengubah layout kios atau toko tanpa sepengetahuan pihak

pertama atau dinas pasar.

Pasar ini dikelola oleh dinas pasar pemerintah daerah untuk

kepentingan masyarakat Kota Padang. Dalam hal ini, dinas pasar dapat

memberikan izin kepada masyarakat atau pedagang untuk membeli los atau

toko dan membayar sewa dan biaya. Sebuah surat perjanjian, yang mencakup

semua pihak dan mencakup klausul tentang hak sewa yang diberikan kepada

1 Suharnoko, Hukum perjanjian teori dan analisi kasus, kencana, jakarta, 2004, hlm, 1.



pedagang, merupakan bukti kepemilikan kios oleh dinas pasar. Menurut Pasal

1548 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sewa menyewa ialah suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan

kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan

pembayaran harga yang kemudian disanggupi oleh pihak yang lain untuk

membayar.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

Pakai Atas Tanah; Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Pemerintah setiap daerah selalu berusaha untuk menghasilkan lebih

banyak uang untuk daerah mereka, baik dari sumber daya alam maupun dari

sumber lain. Pemerintah Kota Padang menggunakan sektor sewa untuk

menghasilkan uang melalui penyewaan kios atau toko di pasar. Cara ini

memungkinkan masyarakat berdagang dan pemerintah mendapatkan

keuntungan untuk daerah.

Pasar adalah tempat di mana orang melakukan transaksi ekonomi. Di

sana terjadi banyak transaksi dengan banyak pihak, termasuk pemerintah dan

masyarakat. Pasar adalah tempat di mana bisnis menjual barang, jasa, dan

tenaga kerja kepada orang dengan imbalan uang.2 Pasar adalah suatu kegiatan

perekonomian di mana barang dan jasa dijual dengan alat pembayaran.

Pasar adalah tempat transaksi ekonomi yang memengaruhi hajat hidup

orang banyak, sehingga negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan

2 Sukirno, S, 2011, Mikro ekonomi Teori Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Edisi
Ketiga, Cetatakan



umum yang layak. Tetapi, kios adalah bagian dari bangunan yang dibatasi

dengan dinding dan dapat ditutup. Los adalah bagian dari pasar, sebuah

bangunan beratap dengan penyekat maupun tidak, di mana barang dagangan

dijual.

Menurut Pasal 1 Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016

Pemakaian toko di Pasar tradisional adalah penggunaan atau pemanfaatan toko

oleh pedagang untuk aktifitas jual beli. Hak Pakai adalah hak yang diberikan

oleh Kepala Daerah kepada seseorang untuk menempati atau memakai dan

menikmati petak toko, kios, los, meja batu dan pelataran yang berada di lokasi

pasar.Kartu Hak Pakai/Kartu Kuning adalah surat tanda bukti sebagai

pemegang hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang

ditunjuk.Pengalihan Hak Pakai adalah penukaran/pemindahan nama pedagang

hak pakai kepada pihak lain atas permintaan si pemegang hak pakai sendiri.

Dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tata

Cara Pemakaian Toko Milik Daerah di Pasar Tradisional yang berisi :

“Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan Hak Pakai Toko harus

mengajukan permohonan secara tertulis dan menandatangani perjanjian dengan

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.”

Mengenai hak menguasai Negara, Bahwa hak menguasai dari Negara

tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain tetapi pelaksanaannya dapat

dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat, sepanjang

hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai

tugas pembantuan, bukan otonomi segala sesuatunya akan diatur dalam

peraturan pemerintah, kiranya wewenang yang pelaksanaannya dapat



dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam “medebewind” itu, pada

hakikatnya akan terbatas pada apa yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) huruf

a, yaitu wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan tanah wewenang mengatur misalnya

bersangkutan dengan perencanaan pembangunan daerah, wewenang

menyelenggarakan misalnya berupa tindakan mematangkan tanah untuk

disiapkan guna tempat pembangunan perumahan rakyat,industry dan lain

sebagainya.3

Berawal dari posisi tawar pihak pemerintah yang lebih terampil dan

berpengalaman serta lebih dominan atau bergaining position dimilikinya lebih

kuat, maka terkadang didalam perjanjian sewa menyewa yang telah dibakukan

terdapat klausal-klausal yang menberatkan pihak penyewa dengan alasan

kebebasan berkontrak. Klausal yang muncul biasanya hanya menyisakan

sedikit hak bagi pihak penyewa, selebihnya merupakan kewajiban yang harus

dipenuhi, bahkan memberatkan dengan cara melepaskan tanggung jawab pihak

pertama jika terjadi suatu hal yang telah ditentukan. Klausal yang seperti ini

lah yang dikenal dengan klausal eksonerasi.

Pencantuman klausal eksonerasi menggambarkan adanya keinginan

agar si pihak pertama tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Pengusaha

berusaha mengelakan kerugian itu dengan cara mencantumkan syarat-syarat

yang mengurangi, meringankan atau bahkan menghapuskan sama sekali

tanggung jawabnya terhadap kerugian.4

3Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia,Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, Isi danPelaksanaannya, Djambatan, jakarta, 2003, hlm,278

4Kelik Wardiono,Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Beberapa
Uraian Tentang landasan Normatif, doktrin dan Praktiknya,Yogyakarta,Ombak, 2014, hlm 13.



Keadaan seperti yang dijelaskan diatas menyebabkan pihak penyewa

hanya diberikan kebebasan untuk memilih setuju atau tidak (take it or leave it)

dengan kontrak sewa menyewa toko atau kios tersebut. Adanya kekhawatiran

untuk tidak mendapatkan tempat usaha yang berimbas pada tidak terpenuhinya

kebutuhan hidup menyebabkan pihak penyewa pada umumnya mau saja

menyetujui perjanjian tersebut, yang jika disetujui maka pihak penyewa harus

menerima segala risiko atau konsekuensi dari klausal-klausal yang ada di

dalam kontrak, meskipun apabila menurut isi dari klausal tersebut jelas-jelas

akan memberatkan secara tidak wajar terhadap pihak penyewa.

Pada pelaksanaannya sering kali tidak berjalan dengan baik bahkan

menimbulkan konflik. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum dalam

menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan

prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam

hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan

untuk menaati hukum dalam praktek hendaklah berjalan dengan baik. Tolak

ukur prinsip ini dapat dilihat dari para pihak mendapatkan perlindungan hukum

apabila timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian.

Dalam penyelesaiannya diharapkan dapat diterapkannya asas-asas

perikatan yang baik yang diatur sesuai dalam hukum perjanjian. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar

terciptanya apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan

bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan: Memberikan

perlindungan bagi para pihak, terutama bagi pihak yang dirugikan. Asas



keseimbangan merupakan asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian

untuk mewujudkan keadilan. Oleh karenanya pihak yang dirugikan harus

dilindungi, dengan cara pihak yang telah melakukan wanprestasi harus

menanggung akibat atau konsekuensi yuridis yaitu menanggung akibat atau

hukuman. Asas keseimbangan dijadikan sebagai landasan bagi seseorang

melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dengan asas ini

para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan keseimbangan.

Asas keseimbangan merupakan faktor penting sehingga pihak yang dirugikan

akan mendapatkan perlindungan hukum secara wajar. Dengan latar belakang

yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih

dalam mengenai pelaksanaan asas keseimbangan perjanjian serta penyelesaian

permasalahan yang timbul dari perjanjian tersebut dalam Penelitian tentang

PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN

SEWA KIOS DI PASAR RAYA PADANG ANTARA PEDAGANG

DENGAN DINAS PERDAGANGAN adalah subjek yang menarik untuk

dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu

penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses

yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan

untuk mencapai tujuan penelitian5

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas

disini adalah sebagai berikut:

5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta,UI Press, 1986, hlm 109



1. Balgalimalnalkalh pelaksanaan prinsip keseimbalngaln da llalm perja lnjialn sewa l

menyewal kios di Palsalr Ralyal Palda lng?

2. Kendallal kendalla l alpal saljal yalng di temui dallalm Pelalksalna laln Perjalnjialn sewal-

menyewal kios di Palsalr Ralyal Palda lng?

3. Upalyal a lpa l yalng dilalkukaln da llalm penyelesalialn permalsallalhaln ya lng timbul

dalla lm pelalksalna la ln perja lnjialn sewa l kios di Palsalr Ra lyal Palda lng?

C. Tujualn Penelitia ln

Dallalm penulisa ln ini yalng menjaldi tujualn penelitia ln aldallalh:

1. Untuk mengetalhui pelaksanaan prinsip keseimbalngaln da llalm perjalnjialn

sewal menyewal kios di Palsalr Ra lya l Palda lng

2. Untuk mengetalhui kendalla l kendallal a lpa l saljal yalng di temui dalla lm

Pelalksalna la ln Perjalnjialn sewa l-menyewa l kios di Palsalr Ralyal Paldalng

3. Untuk mengetalhui penyelesalialn perma lsallalha ln yalng timbul da llalm

pelalksalnalaln perjalnjialn sewa l kios di Palsalr Ralyal Palda lng

D.Metode Penelitia ln

Penelitialn bertujua ln untuk mengungka lpka ln kebenalra ln secalra l

sistemaltis, metodologis, da ln konsisten6. Melallui proses penelitia ln tersebut

dalpa lt menja lwalb persoallaln- persoallaln yalng aldal aldal dallalm sualtu objek

penelitialn. Sehinggal da ltal yalng dikumpulka ln dalpalt diolalh da ln menda lpa ltkaln

sualtu kesimpulaln titik oleh ka lrenal itu metode ya lng diteralpkaln halrus

disesualika ln dengaln ilmu pengetalhualn daln sejallaln denga ln objek yalng diteliti7.

Hall ya lng perlu diperhaltikaln dallalm penelitialn ini alda lla lh kesesualia ln alntalra l

malsalla lh da ln metode ya lng digunalkaln dallalm penelitialn.

6 Zalinudin ALli, Metode Penelitialn Hukum, Ja lka lrtal, Sinalr Gra lfikal, 2009, hlm 17.
7 Soerjono Soekalnto,Metode Penelitialn Hukum, Ja lka lrtal, Rinekal Ciptal, 2003, hlm 56.



ALdalpun penelitialn ini dilalkuka ln dengaln metode sebalgali berikut :

1. Metode Pendekaltaln

Demi memperoleh ha lsil penelitia ln dengaln dalta l yalng sesua li dengaln

kenyaltalaln ya lng terja ldi paldal malsyalralka lt malkal dibutuhkaln metode penelitia ln

alga lr da lpa lt dipertalnggung jalwa lbka ln valliditals daltalnya l. Oleh ka lrenal hall

tersebut malkal penelitialn ini mengguna lka ln metode pendekalta ln empiris, yalitu

Penelitialn ya lng dilalkuka ln dengaln mengka lji ba lga limalna l a lsals keseimba lnga ln

perjalnjialn dilalksalna lka ln da llalm perja lnjialn sewa l menyewa l toko alntalra l

pedalgalng dengaln Dina ls Perda lga lnga ln, Koperalsi, daln UMKM di Palsalr Ralyal

Paldalng, sesua li dengaln pengertialn penelitia ln yuridis empiris yalng

dirumuskaln oleh Soerjono Soeka lnto, ya litu : “yalng diteliti a lda llalh kealda la ln

nyalta l malsyalra lka lt a lta lu lingkungaln malsyalra lka lt dengaln malksud daln tujualn

untuk menemukaln falktal (fa lct-finding), yalng kemudialn menuju paldal

identifikalsi (problem-identificaltion) daln pa ldal a lkhirnyal menuju kepalda l

penyelesalialn malsallalh (problem-solutioni8).”

2. Sifalt Penelitia ln

Sesuali dengaln permalsallalha ln yalng menjaldi pokok balhalsaln penelitia ln

penulis, malka l jenis penelitialn ya lng penulis guna lkaln aldalla lh penelitialn

kuallita ltif, ya litu sualtu penelitialn ya lng mengha lsilkaln daltal deskriptif, yalng

berupal ucalpaln altalu tulisaln daln perilalku ya lng da lpa lt dialma lti dalri ora lng

(subjek) itu sendiri9. ALrtinya l penelitialn a lkaln dibalhals da lla lm bentuk palpa lra ln

yalng diura likaln dengaln ka ltal-kalta l secalra l cermalt da ln teliti berdalsalrkaln paldal

8 Soerjono Soekalnto, Pengalnta lr Penelitialn Hukum, Ja lka lrtal,Universitals Indonesia l,UI
Press, 198, hlm,10.

9 ALrief Furcha ln, Metode Penelitialn Kua llita ltif, Sura lba lya l,Usalhal Nalsiona ll, 1987, hlm 18.



alsals keseimbalnga ln dallalm hukum perja lnjialn ya lng dipergunalkaln dallalm

perjalnjialn sewa l menyewa l kios a ltalu toko.

3. Jenis daln Sumber Da ltal

a. Daltal Primer

Daltal primer a lda llalh daltal ya lng memiliki otorita ls. Dallalm ha ll ini ba lha ln

hukum primer ya lng digunalkaln oleh penulis a lda llalh lalngsung da lri

sumbernyal melallui walwalncalra l daln perja lnjialn sewa l menyewa l kios di

palsalr pusalt Kota l Palda lng Palnjalng sertal pa lsall palsall yalng terka lit dengaln

penelitialn da llalm KUH Perda ltal.

b. Daltal Sekunder

Daltal sekunder yalitu semual bentuk dokumen resmi malupun tidalk resmi

yalng kemudia ln diolalh oleh peneliti ya lng dalpalt memberika ln petunjuk

alta lu penjelalsaln mengena li ba lha ln hukum primer yalng beralsall dalri

ensiklopedial, jurnall altalupun suralt ka lbalr yalng da lpa lt mendukung

pembalhalsaln mengena li penelitialn ini. Ba lhaln hukum sekunder diperoleh

melallui penelitialn kepustalka la ln (libra lry resea lrh) a ltalu studi dokumentalsi.

Balhaln hukum sekunder ya lng dipalka li oleh penulis a lda llalh jurnall-jurna ll

hukum da ln penulisa ln hukum.

4. Teknik Pengumpulaln Daltal

a. Walwalncalral

Walwalncalral (interview) da lpa lt dipa lnda lng sebalgali metode pengumpula ln

dalta l dengaln jalla ln talnya l jalwa lb terha lda lp kedual bela lh pihalk, ya lng

dilalkukaln secalral sistemaltis daln berla lnda lskaln kepa ldal tujualn penelitialn.

Teknik ini bialsalnya l diguna lkaln untuk mengumpulkaln daltal primer.



Walwalncalral pa lda l penelitialn ini dilalkuka ln secalra l terstruktur dengaln

menggunalkaln pedomaln wa lwalnca lral (quida lnce) a ltalu dalftalr perta lnya la ln

balik yalng bersifalt terbukal malupun tertutup, guna l menggalli sebalnya lk-

balnya lknya l informa lsi dalri pihalk yalng dijaldikaln responden. Dallalm

penelitialn ini, walwalncalra l dilalkuka ln kepalda l peja lba lt yalng bertalnggung

jalwa lb di Ka lntor Dinals Koperalsi, Perindustria ln daln Perda lga lnga ln kotal

Paldalng .

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunalkaln untuk mengumpulkaln da ltal sekunder berupal alpal

pendalpalt a ltalu tulisaln palral a lhli altalu pihalk lalin mempela lja lri ba lha ln-balhaln

kepustalka laln da ln literaltur ya lng berkalitaln dengaln penelitialn ini, seperti:

Suralt Perjalnjialn Sewal Menyewal Kios Blok A L, B daln C Palsalr Pusa lt Kotal

Paldalng

5. Teknik Pengola lhaln

a. Tralnskrip Da ltal

Merupalka ln sualtu proses memindalhka ln da ltal da lri a llalt perekalm menjaldi

bentuk tertulis. Daltal ya lng didalpa lt melallui wa lwa lncalra l da llalm bentuk

rekalmaln a lka ln dipindalhkaln menjaldi bentuk tulisaln.

b. Editing

Merupalka ln sualtu proses penelitialn kemba lli terha ldalp calta ltaln, berkals-

berkals, informalsi yalng dikumpulka ln oleh palral pencalri daltal. La lzimnyal

editing dilalkuka ln setelalh dalta l yalng dikumpulkaln berupal kuesioner-

kuesioner yalng telalh disusun secalral terstruktur dengaln mela lkukaln

walwalncalra l secalral forma ll



c. ALnallisis Daltal

Berdalsalrka ln daltal-da ltal ya lng telalh dida lpaltkaln ba lik secalral primer ma lupun

dalta l sekunder, da lpa lt diberi kesimpula ln untuk dialna llisal. Daltal ya lng

terkumpul dallalm penelitialn ini ba lik berupal daltal kepustalkala ln malupun

dalta l lalpalngaln a lka ln dia lnallisis dengaln mengguna lka ln da ltal yuridis kua llita ltif

yalitu ura lialn daltal penelitialn berwujud ka ltal-kaltal talnpa l mengguna lkaln

alngka l-a lngka l dengaln bersumber palda l hukum a ltalu normal ya lng berla lku.


